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ABSTRAK 

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA 

PENCURIAN KABEL LISTRIK DI KOTA PALEMBANG 

Oleh : 

Sorry Mawar Putri A 

Judul dari karya ilmiah ini adalah Penerapan Sanksi Pidana Terhadap 

Tindak Pidana Pencurian Kabel Listrik Di Kota Palembang. Di latar belakangi 

oleh kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering 

terjadi, khususnya pada tindak pidana pencurian kabel listrik. Pencurian kabel 

listrik akan menimbulkan atau menyebabkan akibat yang merugikan baik 

perorangan maupun suatu kelompok, di Kota Palembang sendiri sering terjadi 

pencurian kabel listrik.Fenomena terjadinya kejahatan pencurian bukan saja di 

karenakan moderenisasi atau gaya hidup seseorang, tingginya kebutuhan hidup 

dan tidak menjaminnya lapangan kerja yang layak serta pengaruh dari lingkungan 

membuat seseorang cenderung mengembalikan akal sehatnya menjadi pribadi 

yang jahat. Selain itu ada juga oknum-oknum tertentu melakukan kejahatan ini 

dengan secara langsung mencari keuntungan tersendiri yang mengakibatkan orang 

lain mengalami kerugian. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana 

terhadap tindak pidana pencurian kabel listrik di Kota Palembang dan dasar 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pencurian kabel listrik 

di Kota Palembang. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Palembang 

kelas IA Khusus dan PT.PLN (Persero)  Kanwil S2JB dengan menggunakan 

metode empiris bersifat deskriptif dan didukung dengan data lapangan sebagai 

data pendukung yaitu dengan wawancara kepada pihak yang berwenang dalam 

penulisan karya ilmiah ini. 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil wawancara adalah pertimbangan 

Yuridis adalah pertimbangan Hakim yang memandang hukum sebagai suatu 

sistem yang utuh yang mencakup fakta-fakta hukum yang terungkap 

dipersidangan, asas-asas hukum, norma-norma hukum dan aturan-aturan hukum. 

Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan hakim yang menggunakan 

pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-

nilai yang ada dalam masyarakat dalam menjatuhkan putusannya.Penerapan 

hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian kabel listrik di Kota Palembang. 

Pada umumnya pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih semuanya 

terlibat dalam aktivitas pencurian dalam bentuk kerja sama yang saling 

mendukung termasuk dalam klasifikasi pencurian dengan pemberatan Pasal 363 

KUHP. 

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencurian, Energi Listrik, Kejahatan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hukum merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengatur 

masyarakat, namun fungsinya tidak hanya mengatur masyarakat saja melainkan 

mengaturnya dengan patut dan bermanfaat. Ada berbagai macam hukum yang ada 

di Indonesia, salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana bertujuan untuk 

mencegah atau memperhambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai 

dengan hukumyang berlaku. Pengertian hukum pidana yang diungkapkan oleh 

Van Hamel adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang di anut oleh suatu 

Negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (rechtsorde), yaitu yang 

melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan menggunakan suatu nestapa 

kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.1 

Pengaturan hukum yang demikian dapat diketahui perbuatan-perbuatan 

yang melawan hukum dan dapat di ketahui pula alasannya seseorang untuk 

melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan reaksi 

sosial kepada masyarakat.Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang di 

harapkan tentunya tercipta adanya kedamaian, rasa aman, tertib tanpa adanya 

gangguan dari pihak manapun. Apabila dalam proses berinteraksi terjadi 

kejahatan atau pelanggaran maka hukum menjadi sasaran dalam proses 

penyelesaian masalah itu. 

                                                           
1Umar Said Sugiarto, 2015, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar 

Grafika, halaman.234 
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Kejahatan adalah suatu perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga 

terhadapnya di berikan reaksi yang negatif. Kejahatan pula sebagai suatu gejala 

dalam lingkup masyarakat (crime in society), dan merupakan bagian dari  

keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada 

proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia. 

Pemahamankejahatan pada masa lampau seringkali kehilangan makna oleh karena 

meninggalkan konsep total masyarakat (the total concept of society).2 

Kejahatan dilihat dari sudut pandang pendekatan legal di artikan sebagai 

suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang 

berlaku di masyarakat. Pada hakikatnya suatu perbuatan yang melanggar hukum 

pidana atau Undang-Undang yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah suatu 

perbuatan yang sangat merugikan masyarakat yang bersangkutan.3 

Pencurian diatur dalam Pasal 362 sampai Pasal 367 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. Pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum di 

dalam semua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di dunia, dapat juga disebut 

delik netral, karena terjadi dan diatur oleh semua Negara.4 

Tindak pidana pencurian di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (selanjutnya di singkat dengan KUHP) Buku II Bab XXII Pasal 362, 

ketentuannya sebagai berikut : 

                                                           
2 Yesmil Anwar, 2010, Kriminologi, Bandung: PT.Refika Aditama, halaman.57 

3Ibid., halaman 14  

4Andi Hamzah, 2016, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, 

Jakarta: Sinar Grafika, halaman.91 
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Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian 

termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang 

itu dengan melawan hak, di hukum, karena pencurian, dengan hukuman 

penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya 

Rp.900,- (K.U.H.P.35,364,366,486). 

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHPidana, yaitu : Perbuatan 

“mengambil”, yang di ambil adalah suatu barang, barang itu seluruhnya atau 

sebagian milik orang lain, pengambilan itu harus di lakukan dengan maksud 

hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. 

Tenaga listrik merupakan kebutuhan yang sangat vital dalam kehidupan 

manusia sehari-hari baik untuk kepentingan pribadi maupun dalam 

bermasyarakat. Selain itu tenaga listrik juga sangat di butuhkan untuk industri-

industri besar maupun industri kecil, perkantoran, pertokoan, sekolah, rumah sakit 

dan lain sebagainya. Namun karena jumlah energi yang di sediakan terbatas dan 

berbanding terbalik dengan kebutuhan, selain itu juga di karenakan PT.PLN 

(Persero) sebagai penyedia energi listrik sangat bergantung pada bahan bakar 

minyak, maka tidak heran jika harga energi listrik tersebut semakin melambung 

tinggi.5 

Sementara itu ada sebagian konsumen yang tidak bertanggung jawab 

melakukan pencurian kabel listrik yang tentunya sangat merugikan PT.PLN 

(Persero) pada umumnya meresahkan masyarakat khususnya.Selain itu juga 

                                                           
5Suryanto F, 1996, Dasar-Dasar Teknik Listrik, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 

halaman.13 
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sebagian besar kebakaran yang terjadi akibat hubungan arus pendek (korsleting) 

adalah di karenakan oleh pencurian kabel listrik. 

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang 

palingsering terjadi, khususnya pada tindak pidana pencurian kabel listrik. 

Pencurian kabel listrik akan menimbulkan atau menyebabkan akibat yang 

merugikan, kerugian terutama dialami oleh PT.PLN (Persero) dan pelanggan baik 

perorangan ataupun suatu kelompok. Hal ini menyebabkan kesulitan operasioanl 

pemasokan listrik ke pelanggan. Di Kota Palembang sendiri sering terjadi 

pencurian kabel listri, hampir tiap bulan terdapat pencurian kabel listrik 

dikarenakan sering terjadi pemadaman listrik. 

Fenomena terjadinya kejahatan pencurian bukan saja dikarenakan 

moderenisasi atau gaya hidup seseorang, tingginya kebutuhan hidup dan tidak 

menjaminnya lapangan kerja yang layak serta pengaruh dari lingkungan membuat 

seseorang cenderung mengembalikan akal sehatnya menjadi pribadi yang jahat. 

Selain itu ada juga oknum-oknum tertentu melakukan kejahatan ini dengan secara 

langsung mencari keuntungan tersendiri yang mengakibatkan orang lain 

mengalami kerugian. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengangkat judul Penerapan 

Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kabel Listrik Di Kota 

Palembang. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Adapun yang menjadi 

permasalahan adalah: 

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian 

kabel listrik di Kota Palembang ? 

2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 

terhadap pencurian kabel listrik di Kota Palembang? 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan masalah dengan 

menitik beratkan perhatian pada Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak 

Pidana Pencurian Kabel Listrik Di Kota Palembang, dengan mengambil lokasi 

penelitian di PT.PLN (Persero) dan Pengadilan Negeri Palembang, dan tidak 

menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal yang berhubungan dengan 

permasalahan. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui : 

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana 

pencurian kabel listrik di Kota Palembang. 

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 

terhadap pencurian kabel listrik di Kota Palembang. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan 

pemikiran dan tambahan informasi kepada almamater khususnya dalam bidang 

ilmu hukum pidana serta memenuhi salah satu syarat akademis dalam 

menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang 
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D. Kerangka Konseptual 

Dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Hukum Universitas 

Muhammadiyah Palembang disebutkan bahwa: 

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan 

definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep 

merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih 

diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan 

definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari 

peraturan perundang-undangan. Definisi operasional mempunyai tujuan 

untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil 

akan lebih terfokus. Judul skripsi: Penerapan Sanksi Pidana Terhadap 

Tindak Pidana Pencurian Kabel Listrik Di Kota Palembang.6 

 

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan 

beberapa definisi operasional yang berhubungan dengan istilah-istilah yang terkait 

di dalam permasalahan, antara lain: 

1. Penerapan adalah sebuah tindakan yang di lakukan, baik secara individu 

maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah di 

rumuskan. 

2. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang 

menentukan perbuatan apa yang di larang dan termasuk ke dalam tindak 

pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat di jatuhkan terhadap 

yang melakukan nya. 

3. Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat. 

                                                           
6 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2018, Buku 

Pedoman Penulisan Skripsi,Palembang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Palembang, halaman.5 
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4. Tindak Pidana adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum, 

larangan di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi 

barang siapa yang melanggar aturan tersebut. 

5. Pencurian adalah pengambilan properti milik orang secara tidak sah tanpa 

seizin pemilik.  

6. Kabel listrik adalah media untuk menyalurkan energi listrik. 

E. Metode Penelitian  

1. Jenis dan sifat penelitian 

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini 

tergolong penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang bersifat 

deskriptif dengan mengambarkan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap 

Tindak Pidana Pencurian Kabel Listrik Di Kota Palembang. 

2. Jenis data  

Sehubungan dengan itu maka jenis data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. 

3. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: 

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara: 

a. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan, yaitu dengan cara melakukan pengamatan dan 

mewawancarai pihak PT.PLN (Persero) Kantor Wilayah Sumatera 

Selatan Jambi Bengkulu Kota Palembang dan Pengadilan Negeri Kota 

Palembang. 
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b. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan, yaitu dalam rangka mendapatkan data sekunder 

dengan cara mengkaji : 

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat 

seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan 

peraturan yang berlaku. 

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari teori, 

pendapat para ahli, dan sebagainya yang ada relevansinya. 

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa 

indonesia,kamus bahasa inggris, kamus besar hukum, ensiklopedia, 

dan lainnya. 

4. Teknik pengolahan data 

Setelah data terkumpul, maka pengolahan data dilakukan dengan cara 

mengolah dan menganalisis data serta diteliti lagi mengenai kelengkapan, 

kejelasan dan kebenarannyauntuk selanjutnya ditarik kesimpulan, sehingga 

terhindar dari kekurangan dan kesalahan. 
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F. Sistematika Penulisan  

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan 

tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika, sebagai berikut : 

BAB  I Pendahuluan 

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang 

lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB  II Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan 

tentang pengertian tindak pidana, pengertian pencurian, pengertian 

kejahatan, pengertian listrik. 

BAB III Pembahasan  

Pada bab ini membahas mengenai paparan tentang hasil penelitian 

secara khusus menguraikan penerapan sanksi pidana terhadap 

tindak pidana pencurian kabel listrik di Kota Palembang dan dasar 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 

pencurian kabel listrik di Kota Palembang. 

BAB  IV Penutup 

Bab ini berisikan akhir pembahasan skripsi yang diformat dalam 

kesimpulan dan saran-saran. 
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